BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa
faktor penunjang yang menyebabkan SiLPA itu terjadi dan cukup
fluktuatif di tiga tahun periode anggaran yakni antara lain:
1. Tidak terbayarnya uang gaji kepala desa dan perangkat desa serta
tunjangan terhadap BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Tidak terbayarkan sebagian operasional kantor dan perjalanan
dinas.
3. Tidak dicairkan dana tahap Ill sebesar 40% dari pagu anggaran
APBDes pada tahun 2018.
4. Manajemen konsultasi yang belum kondusif.
5. Adanya keterlambatan dalam pengerjaan program fisik yang
menghambat penyerapan dana tahap Il pada tahun 2018.
6.2 Saran
Penulis memberi saran kepada beberapa pihak dalam mengatasi
terjadinya SiLPA di Desa Wato Baya :
1. Bagi Pemerintah Desa Wato Baya untuk terus meningkatkan
manajemen pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara
berkala. Harus dibuatkan skedul atau jadwal secara teratur agar proses

penyusunan perencanaan kegiatan penetapan APBDes, pelaksanaan

bl



APBDes dan pelaporan APBDes tepat waktu dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
pengerjaan program fisik maka perlu ada kerja sama dengan pihak ke
tiga dalam hal ini penyedia material baik lokal maupun non lokal.
Perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
pemerintahan,  pembinaan ke  masyarakatan, pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Adonara Barat dalam hal ini

Rekomendasi pencairan dana dari kecamatan tidak perlu kolektif
karena dapat menghambat proses kegiatan di desa-desa yang sudah
direncanakan. Dalam pembuatan rekomendasi pencairan dana tidak
perlu ada aturan lokal misalnya laporan belum masuk maka tunjangan
aparatur Pemerintahan Desa di tahan. Kegiatan evaluasi APBDes
harus tepat waktu sehingga tidak mempersulit aparatur desa dalam

menyusun dan merencanakan APBDes.
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